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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Program Nasional Agraria yang dilakukan di 

Kabupaten Sekadau pada Tahun Anggaran 2016 masih 

berdasarkan peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 

1981 tentang Prona. Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2016 

dilaksanakan sesuai peraturan walaupun ada kendala yaitu 

kurangnya tenaga kerja juru ukur dan alat-alat pengukur yang 

terbatas.  

Kendala tersebut bukan merupakan kesulitan bagi pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk membantu pendaftaran tanah 

hak milik melalui PRONA Tahun Anggaran 2016 dalam 

memperoleh sertipikat tanah hak milik.  

Program Nasional Agraria atau PRONA akan diganti menjadi 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

berdasarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ KBPN Nomor 35 Tahun 2015 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  

2. Pelaksanaan PRONA Tahun Anggaran 2016 semua peserta 

PRONA telah mendapatkan sertipikat tanah hak milik dan 
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semenjak memperoleh sertipikat tanah hak milik tersebut tidak 

pernah ada gugatan dari pihak ketiga sehingga telah mewujudkan 

kepastian hukum. 

B. SARAN 

Saran ditujukan kepada : 

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau agar menambah tenaga 

kerja guna mempercepat pelayanan pendaftaran tanah. 

2. Untuk Badan Perangkat Desa harus lebih proaktif dalam 

melaksanakan kegiatan PRONA, seperti kegiatan penyuluhan atau 

sosialisasi agar  dokumen mengenai kepemilikan hak atas tanah sudah 

lengkap sebelum dimulainya pendaftaran tanah. 

3. Untuk pemegang hak milik yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui 

PRONA harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan 

untuk mengikuti PRONA terwujudnya percepatan pelayanan dari 

Kantor Pertanahan. 
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